BAB V
KESIMPULAN

Greenpeace sebagai organisasi internasional non
pemerintah yang bergerak pada bidang konservasi
lingkungan hidup telah berdiri sejak tahun 1971. Organisasi
internasional non pemerintah ini banyak bekerja di banyak
wilayah di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Greenpeace
telah berkomitmen untuk mengembangkan keberadaanya di
kawasan Asia pada akhir 1980an dan awal tahun 1990an.
Penjajakan awal juga dilakukan di Asia Tenggara dengan
fokus utama pada Indonesia dan Filipina.

Asia Tenggara tidak hanya menjadi aset penting bagi
masa depan kelestarian planet bumi, tetapi juga merupakan
posisi kunci untuk menentukan keamanan lingkungan
global. Warisan kekayaan alami yang ada di wilayah ini
patut diperjuangkan kelestariannya. Melihat pentingnya
potensi pembangunan dan ancaman yang ada di wilayah ini,
Greenpeace meningkatkan kegiatannya dalam rangka
konsolidasi dan pengembangan kampanyenya di wilayah
Asia Tenggara. Selama 30 tahun terakhir, Greenpeace telah
suskes melakukan kampanyenya di negara-negara industri
untuk mengurangi serta menghapuskan polusi dan
degradasi lingkungan demi tercapainya lingkungang global
yang aman.

Indonesia merupakan negara dengan hutan
tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil and Zaire. Luas
areal hutan di Indonesia mencapai 134 juta hektar, yang
meliputi 10 persen dari total hutan tropis di dunia. Dalam
tataran global, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh
Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah
Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Di
Indonesia luas hutan meliputi 60 persen dari luas seluruh
wilayah Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki peranan
dan kegunaan yang sangat penting, tidak hanya sebagai
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sumber pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan
masyarakat, tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan
global.

Seiring berjalannya waktu, keadaan hutan di
Indonesia termasuk dalam keadaan yang sangat Kkritis,
dimana pada setiap tahunnya jumlah hutan yang dimiliki
oleh Indonesia semakin berkurang jumlah dan luasnya.
Jumlah hutan yang dimiliki mengalami penurunan jumlah
yang sangat drastis dalam rentang waktu 15 tahun.
Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia ini disebabkan
oleh lemahnya hukum yang berlaku sehingga menyebabkan
perubahan besar dalam fungsi kawasan hutan yang
seharusnya tidak diberikan izin. Selain itu, deforestasi yang
merupakan salah satu tindakan dalam hal pengerusakan
alam juga menjadi penyebab utama kerusakan sumber daya
hutan di Indonesia.

Menurut definisinya, deforestasi adalah proses
penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk
diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan
menjadi non-hutan. Deforestasi juga bisa disebabkan oleh
kebakaran hutan baik yang disengaja maupun yang terjadi
secara alami. Deforestasi mengancam kehidupan umat
manusia dan spesies mahluk hidup yang ada di dunia. Saat
ini deforestasi menjadi penyumbang terbesar dari
perubahan iklim yang terjadi. Selain itu, deforestasi dan
degradasi hutan yang terjadi di Indonesia mendorong
berkembangnya isu sebagai penyumbang emisi karbon
yang cukup signifikan.

Kerusakan dan kehilangan hutan alam skala
besar mulai terjadi di Indonesia sejak awal tahun 1970-an,
ketika perusahaan-perusahaan pengusahaan hutan mulai
beroperasi. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan,
pada periode 1985-1997 pengurangan luas hutan di
Indonesia adalah sebesar 22,46 juta hektare atau sebesar
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1,87 juta hektare per tahun. Pada periode 1997-2000
deforestasi itu meningkat tajam menjadi 2,84 juta hektare
per tahun, dan sejak tahun 2000 hingga 2015 Indonesia
telah kehilangan hutannya sekitar 55 persen (lebih dari 4,5
juta hektar atau lebih dari 11 juta acre). Perkebunan pulp
dan kelapa sawit merupakan contributor utama dalam
hilangnya hutan di Indonesia. Hampir 1,6 juta hektar (4
juta acre) dan 1,5 juta hektar (3,7 juta acre) hutan primer
atau setara dengan suatu wilayah yang lebih besar dari
negara Swiss telah berubah menjadi perkebunan kelapa
sawit dan serat kayu.

Pada tahun 2012-2013, kehilangan hutan di
dalam perkebunan kelapa sawit menurun secara signifikan
dan bertahan di tingkat yang sama hingga tahun 2015.
Sebaliknya, kehilangan hutan di dalam konsesi penebangan
kayu selektif terus meningkat pada tahun 2000-2015. Selain
itu pada tahun 2015, Indonesia kehilangan hutan di
dalam konsesi penebangan selektif melampaui kehilangan
hutan di dalam konsesi kelapa sawit. Kehilangan ini
sebagian besar terjadi di wilayah Kalimantan dan Papua.

Berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,
pembukaan hutan tidak boleh terjadi di dalam konsesi
penebangan selektif, di mana hanya pohon dengan diameter
setinggi dada (4,5 kaki di atas tanah) minimal 50 cm (19,7
inci) dan yang memiliki nilai komersial (seperti Meranti)
saja yang diizinkan untuk dipanen. Kehilangan hutan
menurut sebagian orang diwilayah konsesi merupakan hal
yang wajar. Konsesi sendiri adalah pemberian hak, izin,
atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau
entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada
pembukaan tambang dan penebangan hutan.

Terjadinya deforestasi di wilayah konsesi
didalangi oleh HSBC yang secara tidak langsung turut
mendukung perusahaan — perusahaan yang beroperasi di
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http://www.wri.org/sites/default/files/suitability_mapper_technical_document.pdf

Indonesia. HSBC merupakan salah satu lembaga perbankan
dan jasa keuangan terbesar di dunia yang memiliki
kebijakan lengkap terkait komoditas kehutanan dan
pertanian (termasuk bagian spesifik mengenai minyak
sawit). Kebijakan yang dicetuskan oleh HSBC merupakan
kebijakan ‘Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi’
yang kemudian bisa disingkat menjadi Kebijakan NDPE.

Efektivitas dari implementasi kebijakan ini
masih dipertanyakan, karena kebijakan tersebut masih
sering diabaikan oleh perusahaan — perusahaan yang
bernaung dan meminjam pendanaan dari HSBC.
Perusahaan — perusahaan tersebut adalah perusahaan
Bumitama, Grub Noble, Good Hope, Posco Saewo, I0l,
dan Salim Grup/Indofood. Perusahaan — perusahaan yang
disebutkan  diatas merupakan perusahaan  yang
mendaptakan sumber dana dan bantuan dari HSBC.
Padahal sudah sejak tahun 2004 HSBC tidak akan
membiayai perkebunan yang melakukan konversi pada
hutan alam kecuali sudah mendapatkan disertifikasi secara
independent atau dipastikan tidak memiliki dampak
negative pada hutan nilai konservasi tinggi.

Karena pelanggaran dan tindakan yang
dilakukan oleh HSBC tersebut, Greenpeace sebagai
gerakan environtmentalis internasional mengadakan
kampanye guna menghentikan tindakan HSBC dalam
merusak  hutan.  Greenpeace dalam menjalankan
kampanyenya untuk menekan dan menghentikan HSBC ini
tidak sendiri, melainkan dibantu oleh masyarakat global
serta aktor-aktor yang berpengaruh di dunia. Greenpeace
melakukan proses advokasi sesuai dengan teori yang
disampaikan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink
mengenai jaringan advokasi transnasional yang memiliki
beberapa proses, yaitu :
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Pertama, informasi politik, dalam mengkaji kasus
HSBC, Greenpeace mengumpulkan berbagai fakta serta
bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh
HSBC dalam hal ini kaitannya dengan deforestasi dan
pemusnahan habitat orang utan yang kemudian informasi
tersebut  dipaparkan secara global melalui link
http://www.greenpeace.org/archiveinternational/Global/int
ernational/publications/forests/2017/GP_DirtyBankers_Re
port LowRes BAH.pdf sehingga seluruh masyarakat tahu
mengenai tindakan yang dilakukan oleh HSBC.

Kedua, simbol politik, proses ini terlihat dari cara
Greenpeace melakukan kampanye dan menyampaikan
protes secara langsung terhadap HSBC yaitu dengan
menggunakan kostum orangutan di depan kantor HSBC
dan membuat berbagai macam tulisan-tulisan protes serta
baliho besar terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh
HSBC. Sehingga dengan adanya aksi ini masyarakat
menjadi lebih sadar akan isu deforestasi yang dilakukan
olen HSBC dan berharap Greenpeace akan mendapatkan
dukungan.

Ketiga, politic leverage, disini karena Greenpeace
merupakan sebuah NGO, maka mereka harus mencari
dukungan dari aktor yang lebih memiliki power dan lebih
dikenal oleh publik. Terkait dengan kampanye Greenpeace
terhadap HSBC ini, Greenpeace menggaet aktor dan aktris
internasional seperti Kellan Lutz, Harrison Ford dan lain
sebagainya untuk menyampaikan kampanye Greenpeace
ini. Harriosn Ford menyatakan bahwa dia ikut dengan
kampanye dari Greenpeace ini melalui media sosial serta
melalui media yang meliputnya secara langsung yang mana
tentunya tindakan ini memberikan efek global mengingat
bagaiaman terkenalnya seorang Harrison Ford sendiri.
Tahun 2013 dia bahkan berkunjung ke Indonesia untuk
menemui Menteri kehutanan pada saat itu yaitu Zulkifli
Hasan
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Keempat, akuntabilitas politik, setelah Greenpeace
berhasil menekan HSBC untuk akhirnya memberlakukan
kebijakan nol deforestasi, Greenpeace melakukan
pengawasan penuh terhadap kebijakan baru HSBC agar
mereka tetap menerapkan nol deforestasi untuk jangka
waktu yang lama bukan hanya sementara, dimana pada
akhirnya menghasilkan laporan tahunan keuangan dan
kerjasama yang dikeluarkan oleh HSBC.

Terciptanya kebijakan baru untuk memberlakukan
nol deforestasi secara tertulis olehn HSBC menandakan telah
selesainya kasus HSBC dan kampanye yang dilakukan oleh
Greenpeace terhadap HSBC. Hal tersebut membuat
Greenpeace mendapatkan prestasi lain dalam menjaga
lingkungan, khususnya hutan. Tugas Greenpeace yang
terisa hanyalah untuk tetap mengawasi kegiatan HSBC
serta menganalisis laporan tahunan yang diberikan oleh
HSBC.
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